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KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERAN(
NOMOR:: 421.10/Kep.06-PAUD/BPPMPT /2014
soaie  TENTANG :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI =
NON FORMAL "SPS MAWAR MERAH SUKAASIH”
WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a  bahwa penyelenggaraan pendidikan - diarahkan ‘pada _'perwujudan
masyarakat yang beriman, bertaqwa; berbudaya dan berakhlak mulia serta
memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam
pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal
wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupateny/kota;;

¢ bahwa berdasarkan Jpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan. huruf b diatas, perlu :menetapkan Keputusan Walikota. Tangerang
‘tentang Izin’ 'Penyelenggaraan - Pendidikan “Anak Usia® Dini“Non "“Formal™

“SPS MAWAR MERAH SUKAASIH”. - . »

Mengingat : 1. Undang- Uhdarjg_ Nomor 2 Tahun 1993 '_‘t:éy'lt‘x_ing Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara 'Republik  Indonesia“Nomor

3518);

2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang ' Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); ARRHITAR I A TANGL 06 R

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikam.
Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 430 ); ‘ .

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan
-Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali: diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 4844);

..5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

. ‘Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

L “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496}

. ng\ebé'g.gaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

" -2013%entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

RS tgptan‘g Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

o "'!ﬁdopesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

raturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 38 Tahun 2007 tentang

7" Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahi Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .(Lembaran: .Nesara:

n 111




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 ‘Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan . Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112
dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);"

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan' dan Susunan Organisasl Lembaga Teknis Daerah Kota
Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organjsasi Lembaga Teknis Daerah Kota
Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14};

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 61 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 61);

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang
Tahun 2011 Nomor 52}.

1. Surat Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal SPS MAWAR MERAH

SUKAASIH Nomor 10/PPPNF/LPP MM/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013
yang diterima BPPMPT tanggal 24 Desember 2013 perihal permohonan
penyelenggaraan PAUD Non Formal.

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal SPS MAWAR MERAH

SUKAASIH Nomor 05/BAPL-PAUD/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal
SPS MAWAR MERAH SUKAASIH

Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

\N\a{na Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK: USIA DINI

i 2 \\ “PAUD MAWAR MERAH"

"

—Norgpr dan Tanggal Akte
R a

: 32; 05 Desember 2013
: Herry Sosiawan, SH
: SPS MAWAR MERAH SUKAASIH

: POSYANDU MAWAR MERAH A
Jin. TMP Taruna 03/01
Kel. Sukaasih - Kec. Tangerang
Kota Tangerang
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S diktum KESATU temyata txdak sésual dengan-ketentuan
maka'izin'ini akan au kembali.

Keputusan’im mulai' berlaku: sejaktanggal dltetapkan

X i Dltetapkandx’l’angerang

NIP. 19611214 198903 1 003




